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Masalah Kepala
Daerah dan Wakilnya

PILKADA yang dilaksanakan hari ini masih
menyisakan persoalan serius, khususnya ber-
kaitan dengan hubungan antarakepala daerah
danwakil kepala daerah terpilih. Beberapa wak-
tulalu, masyarakat Sumbar masih menyaksikan
pertikaian antara kepala daerah dan wakilnya.
Tidak sedikit konflik ini mencuatke publik seh-
ingga memberi kesan ne-
gatif terhadap penyeleng-
garaan pemerintahan ha-
sil pilkada.

Bagi masyarakat, tidak
harmonisnya hubungan
kepala daerah dan wakiln-
ya menegaskan adanya

; perebutankekuasaan pada

Asrinaldi A merekayangmuaranyaad-

Ketua Program Magister alah pada perburuan rente.

lImu Politik Unand Masalah ini muncul

karena wakil kepala daer-

ah juga merasa punya-andil besar dan berkon-
tribusi memenangkan pilkada.

Fenomenayangseringterjadi adalah ketika
pencalonan diri, wakil kepala daerah jugaharus
memenuhi kewajiban sebagaimana halnya ke-
pala daerah. Misalnya, terkait dengan “per-
mintaan” sejumlah sumbangan mulai dari pe-
menuhan kepentingan pembiayaan aktivitas
partai politik yang mencalonkan untuk pe-
menangan Pilkada hingga sumbangan lain un-

daerah. Ini dapat ditelusuri

tukmenghadapi Pilkada.

Karenanya dalam persep- daripenjabaran Pasal 66 ayat 1
si wakil kepala daerah, tidak UUNo 23 Tahun 2014 yangime-
ada pembedaan kedudukan- negaskan tugas wakil kepala
nyadengankepaladaerah, kec- daerah adalah membantu ke-
uali hanya pada pembagian pala daerah dalam penyeleng-
tugas yang diatur oleh UU. garaan urusan pemerintahan

Itu pun dalam praktiknya yangjadikewenangan daerah.
dapat disepakati di antara ke- Namun, jika diperhatikan
duanya ketika kesepakatan pengaturan ini terkesan
pencalonan berlangsung. Sa- umum. Untiuk melaksanakan
yangnya, setelah mereka terpi- tugas wakil kepala daerah,
lih, kepala daerah merasa pal- makakepaladaerahharusme-
ing berhak mengatur tugas nerbitkan suratkeputusan pe-
wakilnya, dan tidaklagi berko- nugasan wakilnya. Bahkan
mitmen dengan kesepakatan dalam praktiknya justru yang
vang telah dibicarakan sebel- terkesan dominasikepala daer-
umnya dengan wakil kepala ah dalam melaksanakan tugas
daerah. Inilah di antara faktor pemerintahan tersebut.
mengapa konflik antara kepa- Sebagai “pembantu”kepa-
la daerah dan wakil kepala Ia daerah, wakil kepala daerah
daerah sering muncul pasca cendering diposisikan sebagai
pelantikan seusai pilkada, di pelengkap saja. Ttupun bergan- .
banyak dacrah. tung pada keinginan kepala

Ketidaljelasan Tugas daerah dalam menugaskan-

Memangjika diperhatikan nya. Sepanjang kepala daerah
undangan membagi tugas ke- tidak akan pernah dibuatkan
pala daerah dan wakil kepala untukwakilnya. Kalaupun su-

rat keputusan dibuat, maka

‘penugasan wakil tersebut di-
batasi pada tugas pemerintah-
anyangkurang strategis. Geja-
laseperti inimembuat hubun-
gan keduanya tidak harmonis.

Persoalan ini menjadi be-
sar tatkala kepala daerah me-
rasakan adanya persaingan
dengan wakilnya dalam men-
gambil pengaruh di birokrasi
pemerintahan. Apalagi jika
persaingan tersebut dikaitlcan
dengan pilkada yang akan di-
ikuti keduanya pada pemili-
haan berikutnya. Biasanya ke-
pala daerah akan membatasi
ruang gerak waldl kepala daer-
ah untuk menggunakan jaba-
tannya sebagai wakil kepala
daerah, apalagi untuk men-
guatkan posisinya di hadapan
masyarakat.

Sebut saja masalah di
Kabupaten Limapuluh Kota,
Kabupaten Pesisir Selatan dan
Kota Padangpanjang. Bahkan,
relasi keluiasaan di antara ke-
duanya juga tidaklagimencer-
minkan kepemimpinan yang
baik bagi masyarakat daerah,
Misalnya, kepala daerah tidak
ingin bertemu dengan waldln-
yadalammembahastugas-tu-
gas pemerintaban. Malah ada
kepala daerahyang mendegra-
dasikewenangan wakil kepala
daerah dan diposisikan di ba-
wahkedudukansekretaris dae-
rah. Selain itu, ada juga kepala
daerahyangtzdakmemllﬂqtu-
gas sama sekali. Akibatnya,
wakilkepala daerah tidakmau
masukkeruangannya danleb-
ih memilih berkeliaran di jam
kantor.

Keadaan iniperlu menjadi
perhatian pemerintah jika in>
gin mewujudkan tujuan oto-
nomi daerah yang diwujud-
kan. Perlu dipikirkan kembali
mengapa wakil kepala daerah
itu dibutuhkan dalam me-
mimpin pemerintahan. Jika

memang tidak dibutuhkan,
mengapa tidak dihapus saja
seperti pada masa sebelumn-
ya.

Sebenarnya, pertimban-
gan mengapa kepala daerah
perlu wakil adalah untuk me-
laksanakan urusan pemerin-
tahanyangdiserahkankepada
daerah. Dengan banyaknya
urusan pemerintahan daerah
itu, maka tidak mungkin se-
muanya bisadikendalikan dan
diawasi kepala daerah, Di si-



 nilah pentingnya wakil kepala
daerah tersebut, agar tugas-tu-
gaskepala daerah terbantu.

Penguatan Tugas

Ada beberapa upaya
dapat dilalatkan pemeriﬂat;t%
pusat agar harmonisasi tugas
antara kepala daerah dan wak-
inya dapat diwujudkan. Perta-
ma, secara prinsipnyaharusada
pembedaan tugaskepala daer-
ah dan wakilnya dengan men-
gacupadaurusamurusanyang
diserahkan kepada daerah.
Pembagian tugas ini harus dia-
turjelas dalam UU atau peratu-
ran pemerintah agar tidak ada
hegemoni dan dominasi oleh
kepala daerah. Apalagi waldl
kepala daerah juga merasa
sama-samadipilih olehmasya-
rakat dan memiliki andil pada
PEmenangan pasangan ini.

Selamaini pengaturan un-
tuk melaksanakan tugas wakil
kepala daerah tersebut me-
mang diserahkan kepada ke-
pala daerah melahii surat ke-

putusan yang ditandatangan-
inya. Akibamya yang sering ter-
Jjadi adalah penyalahgunaan
kewenangan (abuse of power)
oleh kepala daerah, terutama
untuk kepentingan politik ter-
tentu. Karena itu untuk penu-
gasan wakil kepala daerah ini
sebailmya diaturlangsungoleh
$ alau peraturan pemerin-

Kedua, walaupun ada
pembagian tugas, bukan berar-
tiloedudukankeduanyasama,
mengingatkepemimpinanpe-
merintahan tetap ada ditangan

kepala daerah. Hakikat pem-
bagian tugas ini adalah me-
mastikan bagaimana kepala
daerah juga menghormati
kedudukan wakil kepala daer-
ahdalam penyelenggaraan pe-
merintahan di daerah.

Pengaturan tugas antara
kepala daerah dan wakilnya ini
dimaksudkan agar tidak ada
persaingan di antara keduanya,
sehingga masing-masing fokus
pada kegiatan untuk mening-
katkan kinerja pemerintahan.

Secara teori, memperjelas
dan mempertegas tugas-tugas
kepala daerah danwakilnyaini
adalah untuk memudahkan
koordinasi dan pengawasan
terhadap organisasi peranglkat

daerah yang melaksanakan
fungsi pemerintahan.

Ketiga, perlu ada pene-
gasanagar harmonisasi penye-
lenggaraan pemerintahan ant-
ara kepala daerah dan wakiln-
yainidapat diwujudkan. Perlu
ada penegasan sanksi yang
diberikan kepada keduanya,
jika harmonisasi dan sinkro-
nisasi tugas-tugas yang diatur
oleh undang-undang meng-
hasilkan rivalitas dan meng-
ganggu kinerja pemerintah
daerah. Oleh karenaitu, evalu-
asi secara periodik harus di-
lakukan, khusus uniukmelihat
pelaksanaantugaskepaladaer-

ah dan waldlnya ini.

Memang, dari satu sisi,

demokrasi melalui pilkada
memang sudah semakin
membaik pelalkssanaannya. Ini
dapat dilihat dari sejumlah
pengaturanyangterusmengal-
ami penyempurnaan. Namun,
disisilain, pilkada yang meng-
hasilkan kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih
ternyatamasih disibukan den-
gan pembagian tugas yang be-
lum jelas. Hal ini tenti1 harus
mendapatperhatian pemerin-
tah agarrelasi kelkuasaankepa-
la daerah dan wakilnya ini da-
pat mendukumg tujuan pelak-
sanaan otonomi yang sesung-

suhnya. ()



